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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“ Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui ” 
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yang sabar ” 
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“ Tidak ada bencana (apapun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) 

dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami 

mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah ” 

(QS. A-Hadid: 22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang artinya negara 

ini terdiri dari banyak pulau yang dihubungkan oleh lautan yang luas yang menjadi 

bagian dominan atas daratan. Berdasarkan hal tersebut, laut menjadi pilihan untuk 

melakukan kegiatan penghubung antara pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari 

aktifitas dan kegiatan pengangkutan barang maupun manusia. Kebutuhan akan 

transportasi laut yang menjadi penghubung antar pulau di Indonesia semakin 

banyak seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

pendorong bagi manusia untuk terus menciptakan inovasi-inovasi terkait yang 

diharapkan dapat menunjang kegiatan pengangkutan dan pengiriman barang, 

bahan pangan, hewan ternak maupun manusia ke setiap pulau yang dituju. Salah 

satu manfaat dari adanya kegiatan pengangkutan dan pengiriman tersebut ialah 

dapat membantu orang-orang untuk saling terhubungan antara satu dengan yang 

lainnya (Samekto & Soejanto, 2014). 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 

menjelaskan bahwa pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas 

angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan 

lingkungan maritim. Salah satu tujuan dari pelayaran yaitu adalah untuk 

memperlancar arus perpindahan orang ataupun barang melalui perairan dengan 

mengutamakan keselamatan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka 

memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Seluruh aktivitas dan kegiatan di 

pelabuhan Indonesia tidak terlepas dari campur tangan instansi-instansi atau badan 
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lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Badan-badan tersebut antara lain 

seperti, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai dan 

Imigrasi, Karantina dan Kesehatan Pelabuhan serta Perusahaan Pelayaran juga 

termasuk didalamnya (BUTAR BUTAR, 2016). 

Proses pengajuan permohonan untuk perijinan kapal agar bisa melakukan 

aktivitas di pelabuhan mulai dari kapal akan datang sampai kapal tersebut 

meninggalkan Pelabuhan disebut dengan Port Clearance. Setiap kapal yang 

berlayar wajib memiliki Port Clearance yang di keluarkan oleh Syahbandar 

setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. 

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan proses pengawasan yang 

dilakukan oleh Syahbandar setempat terhadap kapal yang akan bersandar dan 

berlayar meninggalkan pelabuhan. Fungsi surat ini adalah untuk memastikan 

bahwa kapal dan awak kapal serta seluruh muatannya telah memenuhi persyaratan 

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim secara teknis 

administratif. Kegiatan Clearance apabila tidak berjalan dengan baik, maka akan 

menghambat kelancaran penanganan kapal pada saat di pelabuhan. Oleh karena 

itu prosedur dokumen Clearance kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan 

yang baik akan sangat menunjang mutu pelayanan kapal. 

Pada mulanya proses pengurusan dokumen atau Port Clearance kapal di 

Indonesia dilakukan secara manual sehingga pelayanan pada proses ini banyak 

sekali memakan waktu dan biaya operasional. Dampak dari lamanya waktu yang 

dibutuhkan pada pelayanan ini adalah arus lalu lintas di perairan Indonesia 

menjadi tidak lancar serta adanya penumpukkan kapal dan awak kapal di 

Pelabuhan. Berikut ini adalah alur proses pelayanan pengurusan dokumen kapal 

secara manual, yaitu: (1) Dokumen harus dibawa oleh agen pelayaran dari satu 
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loket ke loket lainnya; (2) Antrian di kantor pelabuhan; (3) Pemeriksaan dokumen 

hardcopy; (4) Ketidakpastian waktu layanan; (5) Penumpukkan dokumen dan 

pengarsipan; (6) Dokumen yang langsung diberikan ke agen; (7) Agen 

melanjutkan ke proses selanjutnya secara manual. 

Dilihat dari masalah yang dihadapi dalam proses kepengurusan dokumen 

tersebut sangat tidak sesuai dengan teori smart governance atau tata kelola 

pemerintahan yang cerdas dimana teori ini bertujuan untuk memberikan layanan 

publik yang lebih baik, efisien, dan transparan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke 

dalam tiga unsur dalam tata kelola pemerintahan, yaitu pelayanan, pegawai 

(birokrasi), dan kebijakan (policy). Dalam penelitian ini implementasi smart 

governance lebih difokuskan pada pelayanan publik. Pelayanan publik yang 

mengadopsi prinsip smart governance diharapkan mampu untuk mengurangi 

proses birokrasi seperti penggunaan kertas dan efisiensi waktu dimana masyarakat 

mendapat layanan digital yang dapat diakses dimana dan kapan saja tanpa harus 

pergi ke instansi terkait. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan dan 

menghemat waktu serta biaya sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat 

adalah dengan layanan digital seperti penggunaan aplikasi dan sistem.  Demi 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital, 

pemerintah perlu aktif dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan 

akses dan layanan digital ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat 

lebih mandiri dalam mengakses layanan-layanan publik secara digital. Konsep 

utama dalam teori layanan digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) (Ambarsari et al., 2024; Ningsih, 2024). Dengan menekankan 
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pentingnya integrasi pada teknologi dalam mengambil keputusan, teori ini dinilai 

dapat meningatkan kualitas pelayanan serta menciptakan efisiensi. Namun, 

pentingnya implementasi pelayanan publik yang efektif dan inklusif masih 

menjadi perdebatan di Indonesia, mengingat infrastuktur dan tantangan sosial 

yang ada (Atmaja, 2024) 

Gambar 1.1 Berita Mengenai Masalah Dwelling Time 

 

Sumber : Internet Tempo.co 

Dikutip dari Tempo.co, menurut Ketua Asosiasi Logistik & Forwader 

Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa waktu tunggu bongkar 

muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara mencapai sembilan 

hari. Hal ini menjadi bukti ketidakseriusan otoritas pelabuhan serta pejabat terkait 

lainnya untuk menekan dwelling time. Iskandar dalam wawancara tersebut 

mengatakan bahwa proses dwelling time yang begitu lama disebabkan oleh tidak 

adanya tempat penampungan barang sementara. Selain keterbatasan infrastruktur, 

mekanisme pengurusan dokumen yang berbelit-belit menjadi penyebab lain dan 

bahkan ada importir yang harus menunggu hingga dua pekan. Dalam proses 

http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/090456049/Dwelling-Time-Priok-Diminta-Turun-Jadi-Empat-Hari
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bongkar muat di pelabuhan ini pengusaha sering menerima berbagai macam alasan 

seperti prosedur kepabeaan yang belum selesai dan gudang yang penuh. Akibatnya 

pengusaha perlu mengeluarkan biaya operasional tambahan seperti biaya gudang 

dan ongkos bongkar muat ekstra sehingga mengalami kerugian. Terlebih lagi 

ternyata masalah dwelling time tidak hanya terjadi di Tanjung Priok, namun terjadi 

juga di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Panjang Lampung, Medan, Jambi, 

Palembang, Surabaya, serta Makassar. Dwelling time sangat mempengaruhi 

kinerja ekspor-impor yang merupakan faktor penopang pertumbuhan ekonomi di 

suatu negara khususnya negara kepulauan. Dengan menyelesaikan persoalan 

dwelling time di pelabuhan maka sekitar 70% masalah logistik nasional akan 

terselesaikan. Dengan waktu bongkar muat yang lebih cepat juga akan menghemat 

dana operasional kapal sekitar Rp 700 triliun. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengintegrasikan sistem informasi 

kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari 

seluruh instansi dan pemangku kepentingan, Kementerian Perhubungan 

menerapkan sistem yang bernama Inaportnet (Indonesian Port Integration), yaitu 

suatu sistem layanan online tunggal secara elektronik berbasis internet. Pada 

dasarnya, Inaportnet merupakan sistem yang dibuat secara online untuk melayani 

kedatangan dan keberangkatan kapal (Clearance In dan Clearence Out) serta 

bongkar muat barang. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

efisiensi administrasi, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga, 

seperti lembaga swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi antara 

pemerintahan kota dan instansi lain memainkan peran kunci dalam penerapan e-

government yang sukses.  
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Sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa 

Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan 

mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Menurut The World Bank 

penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah memberikan banyak manfaat 

seperti perbaikan pelayanan, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan 

industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan 

manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada intinya e-government 

merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan 

antara pemerintah dengan masyarakat, sektor bisnis dan antar instansi lain baik 

pada level yang sama maupun dengan level pemerintahan yang lebih tinggi. 

Pemerintahan digital adalah pemerintahan yang menggunakan teknologi 

untuk memfasilitasi perbaikan proses internal dan keterlibatan warga negara yang 

lebih baik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang terus 

berubah dan menyediakan solusi menyeluruh untuk kebutuhan mereka di berbagai 

bidang. Pemerintahan digital memudahkan warga untuk berinteraksi dengan 

pemerintah dan mengakses layanannya, sekaligus meningkatkan proses internal 

yang menghemat waktu, biaya, dan kertas. Ketika pemerintahan bersifat digital, 

maka masyarakat dapat memberikan saran dan masukan maupun kritik dalam 

proses pengambilan keputusan karena lebih memahami opini publik. Artinya, 

seseorang dapat menghilangkan kebutuhan mereka untuk berkendara ke kantor 

layanan sosial, mengisi dokumen fisik, mengantre, dan menghabiskan waktu 

untuk pelayanan tersebut. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang mereka 

butuhkan, membayar tagihan yang harus mereka bayar, dan mengetahui 
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perkembangan informasi yang terjadi di sekitar mereka tanpa harus kelar rumah. 

Pemerintahan digital bertujuan untuk membuat interaksi dengan pemerintah 

menjadi mudah dan mendorong layanan mandiri sesuatu yang menghemat waktu 

dan biaya bagi semua orang. 

Saat ini pelabuhan yang sudah menerapakn sistem Inaportnet berjumlah 264 

pelabuhan dan terus diupayakan untuk bertambah setiap tahunnya. Adapun alur 

angerususan dokumen melalui Inaportnet adalah sebagai berikut: (1) Dokumen di 

upload pada aplikasi; (2) Dokumen terkirim otomatis melalui sistem; (3) Agen 

dapat memonitor alur pelayanan; (4) Pemeriksaan dokumen digital; (5) Agen dapat 

memonitoring alur pelayanan; (6) Dokumen terdokumentasikan dalam sistem; (7) 

Dokumen yang terbit langsung diterima melalui sistem. Melihat dari alur 

kepengurusan dokumen tersebut, penggunaan sistem Inaportnet terlihat lebih 

cepat, efisien, dan transparan karena data bersifat terpusat dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang berkepentingan. 

Saat ini Inaportnet belum bisa diintegrasikan di seluruh pelabuhan Indonesia 

karena membutuhkan proses yang tidak instan. Dikutip dari hubla.dephub.go.id, 

untuk mempersiapkan dan menjalankan sistem Inaportnet ini perlu dilakukan 

peningkatan kualitas keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi 

penerapan fitur-fitur yang diakomodir dalam sistem Inaportnet di setiap Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa sistem 

Inaportnet ini belum bisa diterapkan di semua pelabuhan Indonesia karena terdapat 

keterbatasan biaya dalam pengadaannya. Selain alat-alat tersebut, perlu juga 

dilakukan pelatihan dan sosialisasi pengenalan sistem Inaportnet ini kepada 

seluruh pihak terkait. 



8 
 

Meskipun Inaportnet sudah diterapkan sejak tahun 2016, namun dalam 

prakteknya penulis masih menemukan beberapa masalah dalam penggunaan 

sistem Inaportnet ini. Contohnya berdasarkan penglihatan saya sebagai penulis 

yang melaksanakan magang empat bulan di Kantor Direktorat Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, terlihat masih banyak 

orang pelayaran yang datang langsung dari pelabuhan ke kantor Direktorat Lalu 

Lintas dan Angkutan Laut untuk mengurus surat dokumen secara offline 

dikarenakan adanya masalah dalam mengurus surat dokumen tersebut secara 

online melalui Inaportnet. Penulis juga mendengar secara langsung bahwa salah 

seorang tersebut datang langsung dari Sulawesi untuk mengurus surat dokumen 

yang di perlukan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melihat bahwa pihak pemerintah 

peduli dan merespon kebutuhan masyarakat terkait mobalisasi pelayaran dan 

perairan dengan inovasi untuk pelayanan publik. Berdasarkan hal itu juga, penulis 

akan mengembangkan penelitian tersebut dengan mengambil judul “Penerapan 

Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Online Inaportnet di Direktorat Lalu 

Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dapat ditetapkan pertanyaan, yaitu 

bagaimana Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Online Inaportnet di 

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian 

Perhubungan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Inovasi Pelayanan Publik 

Berbasis Online Inaportnet di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen 

Hubla Kementerian Perhubungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dharapkan memliki manfaat yang berguna untuk kedepannya 

dimana manfaat tersebut dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambahkan, melengkapi, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan gagasan serta menerapkan teori yang telah dipelajari di 

bangku kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat berupa wawasan tambahan bagi Pemerintah Pusat 

serta menjadi dokumen informasi masyarakat untuk mengenal inovasi 

pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla 

Kementerian Perhubungan. 

3. Manfaat Akademik 

Manfaat bagi bidang akademik adalah diharapkan dapat menjadi 

dokumen kesusastraan, membantu perkembangan ilmu pengetahuan serta 

menyumbangkan pemikiran dalam bidang sosial, khususnya bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam utilitas. 
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